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TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MULYODADI,

bahwa Pemerintah Kalurahan perlu menyusun dokumen
perencanaan pembangunan kalurahan sesuai
kewenangannya berupa Rencana Kerja Pemerintah
Kalurahan (RKPKal);

bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 5 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Kalurahan, perlu disusun Rencana Kerja
Pemerintah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan
Kalurahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu
menetapkan Peraturan Kalurahan Mulyodadi tentang
Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun

Anggaran 2023.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55358) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
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11.

12.

13.

14.
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum  Pembangunan Desa dan  Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun
2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang
Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2021 Nomor 180);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2022 Nomor 14);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan pengadaan Barang/Jasa
di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2022 Nomor 60);

Peraturan Desa Mulyodadi Nomor 01 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM
Desa) Mulyodadi Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa
Mulyodadi Tahun 2017 Nomor 01);



16. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2020
tentang kewenangan Kalurahan Mulyodadi (Lembaran

Kalurahan Mulyodadi Tahun 2020 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULYODADI
dan
LURAH MULYODADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN MULYODADI TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKAL) MULYODADI
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1) Penyusunan rancangan RKP Kalurahan berpedoman kepada:

a. hasil kesepakatan musyawarah Kalurahan;

b. pagu indikatif Kalurahan;

c. pendapatan asli Kalurahan;

d.rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota;

e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten/kota;

f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJMKal;

g. hasil kesepakatan kerjasama antar Kalurahan; dan

h.hasil kesepakatan kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga.

(2) Rancangan RKPKal paling sedikit berisi uraian:

a. evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kalurahan yang dikelola oleh
Kalurahan;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kalurahan yang dikelola
melalui kerjasama antar Kalurahan dan pihak ketiga;

d.rencana program, kegiatan, dan anggaran Kalurahan yang dikelola oleh
Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

e. pelaksana kegiatan Kalurahan yang terdiri atas unsur pamong Kalurahan

dan/atau unsur masyarakat Kalurahan.



(3) Rancangan RKPKal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampiri rencana
kegiatan dan rencana anggaran biaya.

(4) Rancangan RKPKal memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan
Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
pemberdayaan masyarakat Kalurahan, serta Penanggulangan Bencana,

Keadaan Darurat dan Mendesak.

Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal)
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa Rencana Kerja

Pemerintah Kalurahan Mulyodadi Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Kalurahan ini akan

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

Pasal 4

Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Kalurahan ini,

akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Kalurahan ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Kalurahan Mulyodadi.
Ditetapkan di Mulyodadi
Pada tanggal 30 September 2022
LURAH MULYODADI
Ttd.
ARI SAPTO NUGROHO
Diundangkan di Mulyodadi
Pada tanggal 30 September 2022
CARIK MULYODADI

Ttd.

ERWIN SUNARYA

LEMBARAN KALURAHAN MULYODADI KAPANEWON BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 04.

Noreg Peraturan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten

Bantul : (13/Mulyodadi/2022).
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